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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat 

peneliti simpulkan: 

1. Pemberian sanksi tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut 

belum maksimal, sehingga dengan penerapan sanksi baru dalam 

pemberian sanksi tilang dalam Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tujuan 

diterapkanya sanksi tilang tersebut adalah untuk memberikan 

keselamatan dan perlindungan dalam berkendara. Penerapan sanksi 

tilang ini bisa memberikan efek jera bagi masyarakat dan juga dapat 

mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

2. Faktor-faktor penghambat pembaharuan hukum terkait penerapan 

sanksi terhadap Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat juga dari sarana 

atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan faktor masyarakat. 

Masyarakat secara umum mempunyai kecendrungan yang besar untuk 

mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan 

petugas, akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa 

dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut. 
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3. Bahwa bentuk mekanisme baru dalam pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya : 

a. Sanksi impoundment berupa penarikan kendaraan dan ditambah 

penarikan SIM yang dilaksanakan dengan tegas sehingga bisa 

memberikan efek jera bagi pelanggaran lalu lintas, sehingga bisa 

mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. 

b. Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada 

kamera dengan perangkat lunak, membuat tatap muka langsung 

antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga 

dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar 

lalu lintas. 

5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk segera melakukan perubahan 

terkait pasal 106 ayat (8), pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan sehingga terciptanya hukuman yang lebih 

jelas dan tegas. 

2. Kepada regulator atau pembentuk Undang-undang untuk segera 

melakukan perubahan terkait Pasal 106 ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini penting 
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untuk menjamin keadilan hukum di mata masyarakat, sehingga 

kepatuhan mereka terhadap hukum dan Negara dapat berkembang.  

3. Kepada masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya keselamatan dan 

ketertiban dalam berlalu lintas. Berkendara sesuai dan dapat mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya akan menunjang 

keselamatan dalam berlalu lintas dan bisa mengurangi tingkat kecelakaan 

lalu lintas. 
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